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Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2019

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

bahwa agar tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban
baik anggota maupun lembaga DPRD dapat dilaksanakan
secara optimal dan berkesinambungan, guna mendapatkan
hasil yang dapat menjawab tuntutan perkembangan
pemerintahan, pembangunan dan kehidupan
kemasyarakatan, maka dipandang perlu untuk menyusun
Perubahan Program Kerja Pimpinan DPRD Kabupaten
Purwakarta Tahun 2019;

bahwa Program Kerja Pimpinan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu dituangkan dalam bentuk
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (LNRI tahun 2011 Nomor 82);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Prokduk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan tata Tertib DPRD Provinsi,
Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Inodesia Nomor
14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan
Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun

2005 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
(LDKP Tahun 2005 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun

2007 Tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2007 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun

2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun

2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrartif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

: Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPRD Nomor

171.1/Kep. 09-DPRD/2018 tentang Program Kerja Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019;

: Perubahan Program Kerja Pimpinan DPRD tersebut pada

diktum PERTAMA, adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini;

: Lampiran I, II, IIIl dan IV sebagaimana tersebut pada diktum

KEDUA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini dan menjadi pedoman untuk dijabarkan lebih
lanjut dalam Rencana Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 05 Agustus 2019

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

ttd

WARSENO

Tembusan:

ttd ttd

SRI PUJI UTAMI Hj. NENG SUPARTINI P, S.Ag

1. Yth. Sdr. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta.



